
  

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 196 TAHUN : 1994 SERI: NO.

194

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 439 TAHUN 1994

T E N TA N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 7/PERDA/1981

TENTANG UANG IJIN BANGUN-BANGUNAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a.  bahwa  surat  Bupati  Kepala  Daerah
Tingkat II  Tabanan tanggal 29 Juni 1994
Nomor 188.342/  3069/Hk perihal mohon
pengesahan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;

b. bahwa  tidak  keberatan  untuk
mengesahkan  Pe raturan  Daerah
dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa  pengesahan  Peraturan  Daerah
dimaksud
huruf  b,  perlu  ditetapkan  dengan
Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1.  Undang-undang  Nomor  12  Drt.
Tahun  1957  tentang  Peraturan
Umum  Retribusi  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1288);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat  I
Bali,  Nusa
Tenggara  Barat  dan  Nusa  Tenggara



Timur  (Lem
baran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1958
Nomor  115;  Tambahan  Lembaran
Negara  Repu
blik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat
II  dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa
Tenggara  Barat  dan  Nusa  Tenggara
Timur  (Lem
baran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1958
Nomor  122;  Tambahan  Lembaran
Negara  Repu
blik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok  Pemerintahan  di  Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38;  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indo
nesia Nomor 3037);

5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993
tentang
Penghentian  Keringanan  Pajak
Pembangunan  I
dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di
Daerah
Tujuan Wisata;

6. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  84  Ta
hun  1993  tentang  Bentuk  Peraturan
Daerah  dan
Peraturan Daerah Perubahan;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
11  Tahun
1969  tentang  Penertiban  Pungutan
Daerah.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN  GUBERNUR  KEPALA

DAERAH  TINGKAT  I  BALI  TENTANG
PENGESAHAN  PERATURAN  DAERAH
KABUPATEN  DAERAH
TINGKAT  II  TABANAN  NOMOR  4  TAHUN
1994  TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA



PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
DAERAH  TINGKAT  II  TABANAN  NOMOR
7/PERDA/1981  TENTANG  UANG  IZIN
BANGUN-BANGUNAN

Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan
Nomor  4  Tahun  1994  tentang  Perubahan  Kedua
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan
Nomor 7/Perda/1981 tentang Uang Ijin Bangun-bangunan
disahkan dengan perubahan sebagai berikut:
a. Konsiderans Mengingat.

a.l.  Tata urutan dasar hukum peraturan per-undang-
undangan dan dibaca sebagai berikut :
1. Undang-undang  Nomor  12  Drt.  Tahun  1957

tentang  Peraturan  Umum  Retribusi  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1957  Nomor  57;  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 1288);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958  tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat II  dalam
Wilayah  Daerah-daerah  Tingkat  I  Bali,  Nusa
Tenggara  Bar  at  dan
Nusa  Tenggara  Timur  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1958  Nomor  122;
Tambahan  Lembaran   Negara  Re
publik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor  5  Tahun  1974  tentang
Pokok-pokok  Pemerintahan  di  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  In
donesia  Tahun  1974  Nomor  38;  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3037);

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 tentang
penghentian Keringanan Pajak  Pembangunan
I  dan  Retribusi  Ijin
Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;

5. Keputusa Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peratu an;

6. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  11
Tahun  1969  tentang  Penertiban  Pungutan
Daerah;

7. Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I
Bali  Nomor  4/PD/DPRD/1974  tentang
Bangun-bangunan  (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  Tahun
1977 Nomor 59 Seri C Nomor 3).

a.2.    Konsiderans Menetapkan.
Angka "1987" antara kata TAHUN dan TENTANG



diubah dan dibaca "1981".

b. BatangTubuh.
b.l.    Pasal I

Angka  "1987"  antara  kata  Tahun  dan  Tentang
diubah dan dibaca "1981".

b.2.    Pasal II
Antara  kata  ini  dan  berlaku  disisipkan  kata
"mulai"  dan  antara  kata  agar  dan  setiap
disisipkan kata "Supaya".

c. Penutup.
Tabanan 31 Mei 1994 diubah dan dibaca 
"Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 31 Mei 1994".

Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ran Daerah Perubah n Menteri Dalam Negeri Nomor

Ditetapkan di  :    Denpasar
Pada tanggal   :    9 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. 

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :
1.Menteri  Dalam  Negeri  Cq.  Dir.  Jen.  PUOD,  Jalan

Merdeka  Utara  Nomor  7  di  Jakarta,  disertai  dengan
Risalah  Sidang  dan  Peratur-an  Daerah  yang  telah
disahkan ( 3 expl);

2. Ketua  DPRD  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali  di
Denpasar,  disertai
dengan  Peraturan  Daerah  yang  telah  disahkan  (  1
expl);

3. Inspektur Wilayah Propinsi  Daerah Tingkat I  Bali  di
Denpasar,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan
( 1 expl);



4. Kepala  Dinas  Pendapatan  Propinsi  Daerah  Tingkat  I
Bali  di  Den
pasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan
( 1 expl);

5. Kepala  Dinas  Pariwisata  Propinsi  Daerah  Tingkat  I
Bali  di  Den
pasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan
( 1 expl);

6. Kepala  Biro  Tata  Pemerintahan  Setwilda  Tingkat  I
Bali  di  Den
pasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan
( 1 expl);

7. Kepala  Biro  Keuangan  Setwilda  Tingkat  I  Bali  di
Denpasar,  diser
tai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1
expl);

8. Kepala  Biro  Hukum  Setwilda  Tingkat  I  Bali  di
Denpasar,  disertai
dengan  Peraturan  Daerah  yang  telah  disahkan  (  11
expl);

9. Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Tabanan  di
Tabanan,  disertai
dengan  Peraturan  Daerah  yang  telah  disahkan  (  1
expl);

10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di
Tabanan,  disertai  dengan  Peraturan  Daerah  yang
telah disahkan ( 1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali 
Nomor    :    196    Tanggal :    21 
Oktober 1994 Seri         :    D       Nomor
:    194

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Bali, 

    ttd.

DEWA   BERATHA.  
       PEMBINA UTAMA 
          NIP. 010049857




